
BUPATI PURWORRJO
PROVINSI .AWA TENGAII

PERATURAN BUPATI PURWORFUO
NOMOR  .:.ITAHUN   3`i3

TENTANG

KEBIJAKAN ANTIKC) RUPS I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWORFUO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

`.`

BUPATI PURWORELJO,

Menimbang   :   a.   bchwa    untuk    penyelenggaraan    pemerintchan
yang baik,  bersih dan bebas dari korupsi,  kolusi
dan    nepotisme    di    lingkungan    Pemerintahan
Kabupaten    Purworejo,     diperlukan    komitmen
pelaksanaan  budaya  integritas  secara  konsisten
dan berkelanjutan;

b.   bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan
penguatan     sistem     pengendalian     intern     di
lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Purworejo
diperlukan pengendalian atas tindakan korupsi;

c.   bahwa     untuk     memberikan     pedoman     dan
landasan        hufum        dalam        pencegahan ,
pendeteksian dan respon atas tindakan korupsi di
lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Purworejo,
diperlukan  pengaturan  yang  ditetapkan  dengan
Per-aturafi Bt}pati ;

d.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam  huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu    menetaphan    Peraturan   Bupati   tentang
Kebijakan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Furvorejo;

Mengingat     :    1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkuhgan Hopinal Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

J



3.   Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014  tentang
Pen?rinta]ian Dagrah (I€mbara±i Negara Repi]_blik
iridd.fie§ia  Tahufi   20.i4   red.ffi6'i  244,   Taint+alch
Leri.bali.all    riegara   Republik   Indonesia   Nomor
5587). .,§ebagapfiiana lelan  diqpa#  bebefapa  kali,,
terakhir    dengan    ijndang-Undang    Nomor    6
tentang      Penetapan      Peraturan      Pemerintah
Pengganti Undang=Undang Nomor .2 Tahun  202.2

Tfnm¥gancfpN:gt£:jaReB:€bn±±dffn¥:nfe=~]g;¥£i=g
2022 NciffioF 238);

4.   Peiaturan   Pemerintah   Nomor  60   Tahun   2008
tentapg  Sistem  Pengenda|ian  Intern  Pemerintah
(Lgmb.erg;]I    Negar?   Repub`lik   lndo`fiesia   Tchun
2008  Nomor  127,  Tambahan  I.embaran  Negara
Repiiblik Ifid6fie§fa N6ifi6i. 4890) ;

-   MEMUTUSKAN:
_                      i   =L=

Men?tap.kap  :   PERATURAN       BUPATI       TFNTANG
ANTIKbRUPSI      DI      LINGKUNGAN
KABUPATEN PURWORELJQ-.

BABI

KETENIUANUMUM    +-^

KEBIJAKARI
PEMERINTAH

Pasal  1

Dalatn Pef`aturari Eupati ifii yalig dimaksud dengan:
1.   Daerah adalah Kabupaten Pulworejo.
2.   peifiefifitzin Dae±:all adalati Biif5ati §ebagdi tiiis`uf pefiyelefiggara

i}-emerintahan  baerah  yang  memimpi`n  pelaksariaari  urii;an
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3,r   B-tif]ati  aaalin RIif>ati  Fiaiiifoiej@.I
4.   Per-angkat Daerah-adalah unstir pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan   Rakyat   Daerah   dalam   penyelenggaraan   urusan
pe.mErifltahan yafig ffiefljadi kewE#afigafi Pa€rah.

5.   Penyelenggara  Daerah  adalah  Bupati,  wakil  Bupati,  aparatur
sipil neggr.a .di lingfungap Pemerintah Daerah; dan pej.al?.at lain
yang     fufigsi     dafi     tugas     p°bkoknya     b-e-rkaltari     d§figari
penyelenggaraan     pemerintahan     daerah     sesuai     dengan
fete-fitiiafi pefaEiifap pear-ridafig-iiiidajig.ap.`    ,

6.   Kecurangan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan  secara  tidak
jujur  dengan   tujuan  untuk  memperoleh   keuntungan   atau
mengakibatkan  kerugian  dengan  cara  menipu;  memperdaya;
atau- cara-cara lainny-a yang melanggar ketentiran peruridan§an
yang berlaku.

7.,   KQzrip§i  adatal  t±fidat€  pidana  s§bagaiffiaHa  diffiak§tLd  dalaffi
keterituan   peraturan   berundang-undangan   yang   mengatur
t_en.tangEtn_d~ak~pid_al€kgrup§i:



8.   Kolusi adalah permufckatan atau ken.a sama secara melawan
hti_kti.in aptgr-P?ny?1?nggara Da.gran atau aptapa. P?ny?1engg¥a
D.a§fal dan pihat lal±± yang in5rfugikan dfang lalri, inasyalckat
dan/ atau Daerah.

.9.   INe-p6tig-jfie   adalch   §etiap   .pe`fbiiataji   Pe-ftye|ehggapa   Die-fan
sedara  melawan  hurfum  yang  menguntungkan  kepenringan
keluarganya    dan    atau    kroninya    di    atas    kepentingan
masyarakatj bangsa; dan negara€

[°.::snei::=al£=anK::Par§is::=£-ju:rt°uskesm~ey£=e€in:±d=:getegg
dan ffi§-fe§p5fi ri§iko dan kejadian Kc>rmp§i.

11.Pencegahaii   adalah   kesehiruhan  upaya,   cara,   dan   metode
dalam mengelola sumber daya orgriisapi der}gan ti±juan untuk
me#ghedangi  t€rquj.udnya  alau  timbulnya  falcto.r  ris`iko`,  dan
penyebab risiko Korupsi.

12. Detek§i  adalah  ke§ehifuhaii  iipaya,  cafa,  dan  metoife  dalaifi
mengeloia   sumber   da.ya   orginisasi   dengan   tujuan   untuk
mengidentifikasi,  menemukan  serta  menentukan  keberadaan
aan keteEaaian K6ftip.§i.-

13. Respon  adalah  keseruruhan  upaya,  cara,  dan  metode  dalam
mengelola   sumber   daya   organisasi   dengan   tujuan   untuk
mEnururihari     tiagkat     k§fptjligkinari     kEjadian     dan/atati
meniirririkin  tingkat  dampak  kejadian  Korupsi  yang  akan,
sedang ataL| tgl?h telj?di.

14.Erfukatif    adalali     up`aya     pehce`gaLhan     yafig     fo`kus     p-ada
peningkatan  kesadaran  risiko  Korupsi  serta  pengembangan
§iFap~,  dan.  Pe-rilalzii r aiitifro-riip§i   m€1aldi   upagiva   pe-fididiffi,
pelatihan dan pembelajaran.

15. Preemtif adalah kegiatan  pencegahan antisipatif yang sifatnya
mendahului  sebelum  timbul  falstor  risikoj  sumber  risiko.  dan
penyebab risiko Korupsi.

16. Penangkalan  adalah  upaya  pencegahan  yang  dilakukan  saat
tjerlang§ufig  ak§i  ber-bLIEft  K6mpsi yafig  teridefitifika§i  ffielaltii
upaya pengamanan dan penjagaan yang 'efektif.

±7: Pep_gggp_ta.rap_  a.ta.tl.  I)et§re#§i  a.a.alch_  t±pava~  pgncegch.ap_  ya~ng
§±fatrtya rfu5fiifigkatkan keinungkinan §tiatu Ko:mp`si tefd€tek§i
dengan cepat dan pelahai diancam untuk ditindak dengan keras

„  gafi tee.a§ §ehin+gg? givefii?p`riikafi fa§a.talait .iiii`tiik b5fbiiat.
18.Inspeksi   Mendadak   adalah   pemeriksaan   secara   langsung

tentang  pelaksanaan  peraturan,  tugas,  dan  sebagainya  yang
dilakukan secara tiba-.tiba tanpa pemberitahuan€

19. Probtry Attczt.€ adalah penjaminan/ crsstt7icznce yang diberikan oleh
czztc!{tor  prob{.try   untuk   melakukan   pengawasan   independen
teffiadap-§ua"     pF6§e§     pefigada-an -t!arang/ja§a,~     dan
memberikan  pendapat  atau  simpulan  yang  objektif mengenai
apakah  proses  pengadaan  bapang/_jasa  telah  sesual  dengap
f2`ersjraratan    kejujurari     fa.rb`b'z.€g    7i€quz.ie-ffreji€),    yckfii    telari
mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
yang   peflap,   §ei:ta   ffie-fie-riuni   .-pi:i±isi-p-.-p-rifi§ip   dan   €tika
i)eng-adaan barang/j asa.

20. Reviu Pengadaan Barang/Jasa adalah penelaahan ulang bukti-
bLrikti     §`tiafii     kegiataii     Pefigadaan     balafig/ja§a     `tiiittik
memastikan   bahwa   kegiatan  -tersebut   telah-  dilaksanakan
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sesuai dengan ketentuan,  standar, rencana, atau norma yang
telch ditetapkap:

2i. f3efigawa§afi   B§rk5lanj-tltafi   adalafi   §+elurfuh   pif6.§5§   kegiatan
yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  independen,  dalam  hal  ini
I-fas-peE16-fat,   u-fi.tiil€  .ineffibe`fikap   ,Fenyaeinafi   .yafig.   ap€inadal
sebagai  aial  yang  dapat  memberikan  peringatan  dini  yang
dilakukan secara berkelanjutan.'2`2: Pemantauan Berkelanjutan adalah penilaian alas mutu kinerja
Sistem Pengendalian rntem secara terus menerus dan menyatu
dalam kegiatan.

2.3. Pefig-awa§-an   Ifit§ffi  Berba§i§   Ri§ik6   adalife   ffigtc!dol6gi  yang
men£;hubungkan  penga.wasan  intern  dengan  kerangka  kerjd
manqjemen risiko suatu organisas:

24.Audit    lgives`tigatif    adala}j    p`ro`ses    lifencgri,     menemukan,
mengumpulkan,  dan  menganalisis  serta  mengevaluasi  bukti-

:nudke:ens::n¥aun§is±e:::Sgund£:pkp±¥ckiana¥auk:¥::::ydanchg
sebenarnya tentang indikasi  tindak  pidana korupsi  dan/atau
ttij-tiafi §pe§ffiE lainfi-Sa §e§`tial p.efatLtifan -yang beflala±.-

25. Htikumin   Disiplin  adalah  h-ukuman  yang  dijatuhkan  oleh
pejabat  yang  berwenang  menghukum  kepada  aparatur  sipil
neggra  kar€na  melanggar  pe.raturan  di§iplin   aparatur   sipil
negara.

26. Pemulihan  Aset  (Asset  Recot;e"/  adalah  kegiatan  pelacakan,
pFmEekHan ,                           pEfiyitaap ,-                           p-Eralrlpa§.an ,
pemeliharaan/pengelolaan     dan     pengembalian     aset `  hasil
Korupsi.

27. kdrraning  Budaya  tindakan ine-ngge-se-r  b.Lidaya  dari  budaya
negatif ke budaya positif.

28. ufiit .pe.-rigeindaliafi  K6`fup§i  adalafi  iiSit yang  dibehtiik  iifitiik
melakukah  pengendaliari  atas jenis  Korupsi  tertentu,  seperti
unit pengendalian gratifikasi (UPG).

2'9.: Satuan Tugas Pengendalian Korupsi adalah safuan fugas yang
dibentuk  iintuk  rielakukan  pengendalian  atas jenis -Kofups-1
tertentu, seperti Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

SO. Pefiilalafi   Risikg!   Kcjmpsi   ata!ti   F7itmcz.  R{.§*  Ass-e.s5`j#g7if  fl.RA)
adalah  serangkaian  proses  identiri[asi,  analisis  dan  evaluasi
ri_§±k_9K~c)rt±psi:

51. RI§ikb.  Kb-rfufiisi  adaiah  keinulgkifiin  terjadinya  Kb.hif]`§i  ,dare
dampak potensial jika teljadi.

•32.Danaf   dafi    F6ta    Ri§ike    K_6fup§i    a!aiali.   deffiinefi=   3Eap8.
dinasilkan oieh proses identifihasi, analisis dan evaluasi risikg
Korupsi.•33. Pihak Ketiga adalah individuj  organisasi dan entitas lain yang

berhubungan dengan Pemerintah Daerah, balk hubungan yang
bersifat kontraktual maupuri non kontraktual.

3q. Si§teffi  Pelap6fan  Pelafig-gar~afi  ( W7iis¥Zgz5Zciaytifg  Sgs¥gjii)  adatafi
sistem     yang     mengero-la     atau     mengatur     tafa     cara
pengaduan/penyingkapan  mengrnat  sLiatu  perilaku  mel.awan
hukum,  p`erbuafan  tidak  etis/tidak  semestinya,  p.elanggarapi
terhadap kebijakan dan/atau peraturan, dengan tujuan untuk
inefigbf5tiinalkafi   E}ei±ii±i   §efta   pza±a   stateh61def   dan   pihck

ctl



lainnya/ masyarakat luas  dalaln  mengungkapkan  pelanggaran
-yang te±adi di linglct±pggri Pen?rintah Daerah.

BAB 11

MAKsuD, TuruAry, p4ry pRINslp

Paid 2

(1)  Pera.turan      Bupati ini       dimaksudkan      untuk memberikan
.pedoman ke.pad.a Penyelengg`ara Daerah  dalam  ni?mahami  dan
merigendalikan Korup§i di ling]qmgrn P-em§riritafi Ijaeral.

(2)  Pei:atiifan Piipati ihi berfuj.pan ijiifuk:
a.   meningkatkan  pengetahuan  dan  pemaha:man  f'enyelenggara

Daerah tentang Korupsi;
bj   ffiefiingkaifeafi   kepataliafl   Pefi-yelefiggafa   D.aefife   teinaaaf>.

ketentl]an larangari melakukan Korup§i;
c.   menciptakan   lingkungan   ken.a   dan   budaya   keria   yang

tr?p:l§pgrap        dan        akuntabEl  di  liflgktlrlgar±   PgfllE.r±ntah
Daerah;

d.   membangun integritas Peny,elepggara Dapr.ah .yang ber§ih dan
beb.as dari Ko`nip.§i, Kohasi dan NeLpotisme;

e.   meningkatkan   kredibilitas   dan   kepercayaan   publik   atas
.i     pe-figivel,6-figs.a±ziaii pela¥anafi piiblik di peipef.int€±a Dan.~ran;. daft
f.    mewujudkan     manajemen     pemerintahan     Daerah     yang

antifraud (j7haticz Risk Mcz7iczgeme7i€) .

Pasal 3

(1) Setiap  PenyelenggEir-a  Da§f`an  fEiefic3lak  s:§gala  KEcur`angan  d`afl/.
atau .Korupsi  yarig  diketahui  sejak  awal  berhubungan  dengan
.j,ab.a_tap.qva .den_ berlawanan dengap_ Levy.ajib.ap_ eta_H try_ga§nya.:

(2) Kebijahan   pengendalian   Korupsi   dilaksanakan   bagi   seluruh
P?re±ed€a± Pa~ered_, Ba.a.a± UsLa~ha M±±±k E2a,grde,  da~r± t],Hit ±aya~n__ap_
1alfiftya di lifigktifigan Petherifital D-aef.al.

B_AB III

•STRATE-GI PENGENBAI,RAN K-a.RUPSI

DAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN KORUPSI

Bagian Kesam
Strategi Peligendalian Korupsi

P.a§al 4

(1)  Strategi yang  diterapkan  untuk  mengendalikan  Korupsi  terdiri
atas:



a.   pencegahan;
b.   detek§i: dan
S.    i§§fic'fi.

(2).  .StfaTeg Peiieeg.apxpi §ebag.zaiina3ia a-iinal±§ird pada ayah I 1). fiafiif
a dapa.t berbentuk:
a.   edukatif;
b.:   preemtif;
c.   penangkalan; dan
d.   penggentaran atau deterensi.

(3)  Strategi  Deteksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  haruf b
dapat berbentuk:
a.   in§p-ek§i m§#dadat;•is.   p;Jinrty cnd;it.,

:..  ;e:¥a:eafi:8±dafkBe|i+Lgt/±a=i pemantauan berkelanjutan;
dan

a;    f>ehga-ifa§afi iffie-ffi befha§i§ fi§ika...

(4)   Strategi  Respon  sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  haruf c
da.pat P.erbentuk:
a.  audit Irivestigatif;
b.  pengenaan hukuman disiplin;
t5.   ?e.rfetiffiafi aset;
d.  ieframing budaya;
e.   pelaporan kepada instansi yang berwenang.

{5)   Pelaksanaan  strategi  Pengendalian  Korupsi  sebagaimana  pada
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengikuti pedoman untuk masing-
mas!irlg b'erltt2k kegiatarl.

Bagian Kedua
L±rledsi±ngap. Pepg?r±da±iap K_Qrt±p §i

Pasal 5

Lifigfufigan P§figefidalian K-omp'si inelif)ilti :
a.   komitmen jajaran pimpinan;
b.   piidafa alqfrofup§i; .
c..   _kebijakal} dan prosedur pengendaiian korupsi;
d.   unit pengendalian korupsi;
e;    penilaian risiko kecurangan -(fyczzfcz zfsbessessmen@ ;
f.    manajemen pihak ketiga; darn
9.    sistem pelaporan pelanggaran ( TWzis€Zebzozuz.7tg ftysfe77L).

Pasal 6

( i}  Wujtjd kg}mitrf}efi p-imp`ifiari  §ehagaimana dimaksud dalam Pasal
5 hunif a dapat berbentuk:
a.   §7ifa-p gap -p?m±arfu yang. b`aik §?hing_g.a qapat ffiefij.adi cti-ritofi

dan teladan bagi pegawai di lingkungan kelja;



b.   deklarasi  antikorupsi  yang  dituangkan  secara  tertulis  dan
dit}~mi]_mkgri  secgra  I?rbi±lca  kepeda  §?1u,ru_h  piha±c  internal
dan Ek§t5rfual E5in§rifitaji j5..a5ich;

c.   in;wajibkan      seluruh      pegawai      membuat      dan/atau
ire-fiaiidatapg.afii paEfa i`fite{gjFita§ ataii §ii-fat pe-ffi-givataan fidak
melafukan korup si;

d.   menyediakan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  dalam  upaya
p.engendalian     Korupsi;     haik     sumber     daya     manusia;
infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lairi yang relevan;
dan

§.    ffielal€tikafi  i-e§i5cifi yang- tega§  ata§  §§gala  tifidakan  KorHp§i
yang teljadi di lingkungin P6merintah D-aerah.

(2j  H§klaras`i g[rltikQ.rtyp-s`i seb`agalmana dimaksud p`ada ayat (1) hirmf
b dikomunikasikan melalui berbagai media yang digunakan oleh
Peffierifitah Daerch.

Pasal 7

EiHaaya  §±itikQ.rup`s.i  s`ehagedmana  dim-aksud  dalam  Pasal  5.-  huruf b
dapat berbentuk:
a.  §::==83=kn°ifgfif p=tekii#£Bkae:rdi¥,an vi§i. ifiisi, ttijiian,
b.   kode   etik/standar  perilaku  yang   secara  jelas  mendefinisikan

l±fitefia inefigefial pefflala± froftip.§i-; aafi
c.   pemberian  hukurian  disiplin  §esuai  dengan  jenis  pelanggaran

yang dilarfukan

Pasal 8

Keb.ijajgafi     dart     f2.ro.s.§dtir     p.e-fige`ndalian     Koftyp.si     §e-hagalmana
dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c  merupakan  petunjuk  teknis,

§:gfii?Edpe:]ar¥i§p¥:g;dfiiiagfjpgifiiedn¥a.kegatanbanatau
Pasal 9.

(1)  Unit Pengendalian Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf d berbentuk S.qt|]qu Tugas P.engendalian Korupsi.

(2)  Satuan  Tugas   Pengendalian   Korupsi   sebagaimana   dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:
a.   §attian Tuga§ fi5fige-fidaliafi Romp.si tifigkat Kab.tip.ateri; dafi
i.   Satuan Tugas Pengendalian Korupsi tingkat Perangkat

Daefan.

(3)  Satuan    -Tugas     Pengendalian     Korupsi     tingkat    kabupaten
set?aseimana dimcksp_a pads iTa! (2) hti_rti_f a ter4iri g:fas:
a. f]-Eflanggtifig jawab. : E3.up`ati;
b. koordinator
€. kgdia
d. sekretaris

Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo;
I~p§pekfuf Da€-fzi]} Kabiip.ate-ri Fii.giv-P~rfej.6;.
Sekretaris  Inspektorat  Daerah  Kabupaten
Purvorejo;
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e. an88Ota :  1.   kepala      Perangkat      Daerah
in?mbidari8i kep?gawalap:

2.   k§pala      Pefangfat      i2-a§fall
membidangi         p erencanaan

i    p€-ffiban8ii-±ari Die-fan;  ~
3.   kepala      Perangka.t      Daerah      yang

membidangi     penegakan     peraturan
Daerah      dan      peraluran      Bupatij
penyelenggaraan   -ketenteraman   -dan
ketertiban  umum,   dan  perlindungan
ffia§yar-atat;

4.   kepala    bagian    huham    Sekretariat
Daerah Kabupaten Purworejoi dan

.i..   kep`ala   t2.asian   Q`r8anis4as.i   SekretSriat
Daerah Kabupaten Purworejo.

.(4)  §afuan  thigas  P'engendaiian  Korupsi  tingkat  Ferangkat  j5aerah
sebagaimana dimaksud pada a.yat (2), huruf b terdiri atas:
a: p.efianggchg ja`i#ab. i kepala Pefafigkat- D.aefan-;
b. ketua
c. sekretaris

d. ang8Ota

: sekretaris Perangkat Daerah;
: pejabat    administrator    pada    Perangkat
DaFrah;

: 1.   pejabat  administrator  pada  Perangkat
Daerah;

Z!.   a.ejab.at    p..e-rigawas     p.add     Pe-rangkat
Daerah.

.(5j  fuga.s   utalna   §atuan   fugas   fjengendaiian   korupsi   tingka.t
kabupaten   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)   huruf   a
melakukan     fungsi     koordinasij     monitoring     dan     evaluasi
pengendalian Kordpsi tingkat kabupaten.

(§)  Tuga§   utana   SEttLian   Tugz±§    Pengefidalia±i    Kc!rnp§i    tingkat
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
melakukan      fti~ng§i      k_Qgrd±p_a~si,      in_Qr±itQring      d.ap      evalH~a~§i
f}`§fig5fidaliafi Kdttif}§i tingkat Peiallgfat D`a5rall.

{,7),  g6ifiifeii±mtikaii,.  £5-u5iiiiap  keaSgg.?faap,  .qug~a§  dan  fuiig.§i  S.atiiaii
Tuga.a  Pengendalian   Korupsi  tingka.t  kabupaten   sebagaimana
dimaksud  pada -aJ-at  (2)  hunif a ditetapkan  dengan  Keputusan
Bupati;

(8)  Pembentukan,  susunan  keanggotaan,  tugas  dan  fungsi  Satuan
TT2nga`§      P.engen_dad_iap      K_9rt±p§i     tingk_a_i     Per~apgk~a~±     Da_erch_
§e-hagalinafia dirfuakstid pada ayat (2j htimf- b` dite.faj5j±an de`hgaji
Keputusan kepala Perangkat Daerah.

?asal 16

{,1)  Penilaian risiko kec.urangan .(fytzztd zisfe c!ssessmeat) sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  5  hiruf e  berialan  bersamaan  dengan
pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah.
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(2)  Daftar  dan  peta  risiko  Korupsi  harus  menjadi  dasar  untuk
merenc:apakap  mitigasi  risikQ  secara  terti_Zcu_r  dari  kQmpr?h?n§if
afa§ I).i.a.gia[jfi dan kegia.taft Pein.g±.intari E}.`a5iah.

Pa§al  1 1

(1)  Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yang
b?keria.  Sap[ia  denga.n  P?in?rintah  Pa?ran  hart+~§  melalu_i  pros?S
i2§rfuilihan yang b.5fiar daft  §5§tial  d§figaLfi fieranfafi p.grtihdang-
undangan sehingga teapilih Pihak Ketiga yang memiliki komitmen
antifrofup§i.

(2)  Pemberian    pelayanan    publik    kepada    masyarakat    harus
d~ijalapk~ap  a_engap  qu_em~eptlh_i  !sriigr±a~  pal_a¥ap_ap_  ptl.bij±_  .ya±±g
b5i§ih dan rfu§iayani.

I-3).  PiFak Ketig.a dafi  ina§~¥afapat perfefiipa layaiiafi p`riblik ffieiijaai
mitra utama penerapan kebijakan antikorupsi.

Pasal 12

(1)   Sistem      Pelaporan      Pelanggaran      ("thistzebzozu!.7tg      System)
§eb`aeaiqu_ap_a_  d±ap.aksi]~d~  dad_a±Ei.  P.a`§.al  5  h_u_ri±f g  p~t±.a_de  a_iieak_sea
dafi digtifiafafi oigh riaayarckat.

{2).   KeEij.aKafi  i5efafig.afiap  pefigadiiafi  ha±ii§  in;inberikafi jainiiiafi
perlindungari bagi pelapor..

BAB IV

PEMBIAYJIAN

Pasal 13

(i) Ee-inbiayaan  pe-1ak§anaafi  E§fafuran  Buf2.ati  ini  b.er§iilhb§r  dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

{£) §-eiain   pembiayaan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (i),
pembiayaan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak
mengikat    sesuai    dengan   ke-tentuan    peraturan    perundang=
undangan.

BABV

FTENTUAry pENprup

Pasal 14

Peraft]rgfi Bup`ati ifii mTjlri b.`erlalctl p..ada tanggal diufidafig}±ari.
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Agar     setiap     orang     dapat     mengetahuinya,     memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
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